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PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 

NOMOR:  10 TAHUN 2008 

TENTANG 

URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA BARAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR JAWA BARAT, 

 

Menimbang   : a.  bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan urusan pemerintahan 
wajib dan pilihan Provinsi Jawa Barat; 

  b. bahwa penetapan urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang 
menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus  
ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya 1 
(satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 
38 Tahun 2007; 
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   c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi 
Jawa Barat tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat;  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo. 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan 
Jakarta Raya (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 15) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran 
Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4010); 

  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 
2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 

  4. Undang-Undang     Nomor  32  Tahun  2004  tentang  
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor  4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4844); 

5.  Undang-Undang   Nomor    33   Tahun     2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 
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6. Undang-Undang     Nomor   17  Tahun  2007   tentang   Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4700);                

                          7. Peraturan  Pemerintah  Nomor  65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4585); 

                          8. Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005  tentang  Desa 
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4587); 

                         9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4593); 

                       10. Peraturan  Pemerintah  Nomor  38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor  4737); 

                        11. Peraturan   Pemerintah  Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 

                        12. Peraturan  Pemerintah  Nomor  50 Tahun  2007 tentang  Tata 
Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761); 

                        13. Peraturan  Pemerintah  Nomor  6 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor  4815); 

                       14. Peraturan  Pemerintah  Nomor 7  Tahun  2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 
2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816); 
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                        15. Peraturan    Daerah    Provinsi    Jawa   Barat  Nomor  3  Tahun  
2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah 
Tahun 2005 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah 
Nomor 15); 

                        16. Peraturan    Daerah    Provinsi    Jawa    Barat  Nomor  9 Tahun  
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 
2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 

dan 

GUBERNUR JAWA BARAT  

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  PERATURAN    DAERAH    TENTANG   URUSAN   PEMERINTAHAN 
PROVINSI  JAWA  BARAT. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah  Provinsi Jawa Barat. 

2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah 
Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas 
Presiden beserta para Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah 
Non Departemen. 

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
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4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat. 

6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. 

7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan  oleh  Pemerintah  Daerah  dan  Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

8. Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya 
disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas-batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-
usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah 
Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan desa. 

10. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang 
menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan 
pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi 
tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, 
melayani, memberdayakan, dan  menyejahterakan masyarakat. 

11. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib 
diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, berkaitan dengan 
pelayanan dasar. 

12. Urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada 
dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan Daerah. 

5 

http://www.bphn.go.id/


